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ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN.IA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2OL2

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang:

Mengingat : 1.

BUPATI TAPIN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 184 al'at (1) Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2AO4 tentang Pemerintahiin
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa ka1i,

terakhir dengan LTndang-Undang Nornor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 'Iahun 2OO4 tentang
Pernerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan
Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) herupa
laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan paling larnbat 6 (enam) bulan
setelah tahun anggaran berakhir perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentatrg Pertanggungawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2412.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,
Daerah Tingkat II Tapin clan Daerah Tingkat ll
Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang l\omor 12 Ta-hun 1985 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nor::ror 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
UrLdang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang
Pe.rubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahlrn
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1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nornor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun L999 tentang
Penyelenggaraan Negara yarrg Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
'lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286);

Undang-Undang Nomor I Tahun 2AO4 tentang
Perbendaharaan Negara (tembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2AO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuarrgan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOO);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik indorresia Tahun 2OO4

ilo*o. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aa2l);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
I:ndonesia Tahun 2OO4 Nornor 125, Tambahan
L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437\
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
d.engan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik indonesia Nomor aSaa);

g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
perimbingan Keua,gan Antara Pemerintah Pusat
dan Pem"iit tah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor )'26, Tambahan
l,embaran Negara Republik indonesia Nomor aa38);



10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 50a9);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1l tentang
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2}ll Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 523a\

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rai<yat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun '2OO4 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4416)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun
2OO7 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang
Keduclrrkan Protokoler darl Keuangan Pimpinan dan
y'rnggota Dewan Perrn'akilan Rakl'at Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahr-rn 2OO7

I\tromor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aT l2);

l3.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2Ol2 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tairun 2005 tentang
P:ngelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol'2
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 53a0);

l4.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perirnbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor L37, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a575);

l5.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
sistem Informasi Keuangan Daerah (Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,

Tambahan. Lembaran Negara Republik Indcnesia
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2O1O

tentang Perubahan Peraturan Pernerintah Nomor 55

Tahun 2005 tentang sistem Inforrnasi Keuangan



Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 110, Tambahan Lembara.n Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

l6.Peraturan Pemerintah Nonror 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor l4O,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a578);

lT.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pen5,'usunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a585);

l8.Peraturan Femerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelengaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a593\;

lg.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun '2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614\',

2O.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82,
'lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a737);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2O1O

tentang StAndar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 123, Tambahan Lemba.ran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

22. Perat'uran Pemerintah Nomor 30 Tahun 2OlL
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Oll Nornor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 52191;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2Ol2
tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indoneiia Tahun 2OL2 Nomor 05, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272\;



24. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2OO7 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-und.angan ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2Ol1 tentang Perubatran Kedua atas Peraturan
ivlenteri Dalarn Negeri Nornor 13 Tahun 20A6
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik indonesia Tahun 2OLl
Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
20LO tentang Pedoman Peiaksanaan Fungsi
Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 'lahun
2OlL tentang Pembentukan Produk hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2oll
Nomor 69$;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12

Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah;
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29. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13

Tahun 2}ll tentang Anggaran Pendapa.tan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol2 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tapin Nomor 18 Tahun 2Ol2 tentang Pen-rbahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2Al2;
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